BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 60 TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

BUPATI LINGGA,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Bupati Lingga Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lingga sebagaimana ada perubahan pada
Pasal 24, maka perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4341);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Taun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
S5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, T ambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005
tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan
Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 49 Tahun
2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam
Kebakaran;

Peraturan Menteri Dalam negeri Pekerjaan Umum
Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Rencana Induk Sistem  Proteksi
Kebakaran;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan
dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

No Jabatan Paraf
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor
47 /Permentan/OT.140/4 /2014 tentang Brigade dan
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian
Kebaakaran Lahan dan Kebun;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negara Lingkungan dan
Kehutanan Nomor P. 32/Menlhk/Setjen/Kum. 2016
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 72/PMK.05/2016 tentang uang makan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahu 2016 Nomor 645);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak
Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan
Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional
dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 1781);

Peraturan Bupati Lingga Nomor 123 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lingga;

No Jabatan Paraf
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 60 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LINGGA

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 60 tahun 2019
tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita
Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 60) diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 24

Banpol PP berhak mendapatkan penghasilan dengan rincian

sebagai berikut :

a. Penghasilan setiap bulan yang di sesuaikan dengan
Kemampuan Keuangan Daerah;

b. Insentif Kelebihan Jam Kerja;

¢. Tunjungan Khusus.

Banpol PP yang dipandang cakap dan mampu menurut penilaian

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,

berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan

kemampuannya dalam bentuk pelatihan maupun kursus.

Banpol PP berhak mendapatkan pakaian dinas, perlengkapan,

peralatan kerja dan mendapatkan kartu identitas.

Banpol PP berhak mendapatkan pembinaan mental spiritual dan

kedisiplinan, yang meliputi bimbingan rohani keagamaan dan

bimbingan psikologi.

No Jabatan Paraf
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 95 Mei 2021

BUPATI LINGGA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 956 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

SZAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR ’45

No Jabatan Paraf ]

1. Kasubbag/Kasi
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